
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat Jalan Kenari No.14a, Yogyakarta 55166, Telepon: (A274) 555836, Faksimile: {A274} 5542A0

Pos-el: bpbd.jogjaprov. go. id, Laman: bpbd@ogjaprov. go. id

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa,

cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai

d.engan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2O2L tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu didukung

informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Yograkarta Nomor 6O Tahun 2025 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yograkarta, perlu membentuk Pengelola Layarran

Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yograkarta,

agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat

berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yograkarta.

tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan



Mengingat

Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Daerah Istimewa Yoryakarta.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950
tentan g Pembentukan D aerah I stimewa Jogj akarta sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 8.271;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2OOg

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a9a6l;

3- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2Al2 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogiakarta {Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Perafuran Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang*Undang Nomor l L Tahun
1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Ta-hun L95O Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor t4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang
Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam
Negeri. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2A2L tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Indonesia Tahun 2A2L Nomor T4L,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 37);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yograkarta Nomor
1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yograkarta (Iembaran Daerah Daerah Istimewa
Yograkarta Tahun 2024 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor 4 Tahun
2O2I tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi (Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Tahun 2A21 Nomor 4);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor gg

Tahun 2A24 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yoryakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yoryakarta Tahun 2024 Nomor 1OO);

12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nornor 6O

Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogiakarta.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yograkarta,

dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Keputusan ini.

SegaJa biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa

Yograkarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Yograkarta
3 Maret 2A26

Ttuil
S RURUH HARYATA



Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Daerah Istimewa Yograkarta
Nomor 4O Tahun 2026
Tentang Penunjukan Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi Pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Daerah
Istimewa Yograkarta

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLA LAYANAN INFORMA$I DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1 Atasan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Pelaksana/
Pembantu

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah DIY

1. Mengkoordinasikan,
menyediakan, dan memberikan
pelayanan informasi publik di
lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Daerah Istimewa
Yoryakarta.

2. Memberikan tanggapan atas
pengajuan keberatan yang
disarnpaikan secara tertulis
oleh pemohon informasi publik
serta rnengikuti proses
sengketa informasi yang
diajukan oleh pihak pemohon.

3. Melakukan evaluasi,
monitoring, dan pelrgawasalr
terhadap pelaksanaan layanan
informasi publik.

1. Men5iusun usulan Daftar
Informasi Pubhk berdasarkan
Informasi Pub[k yang telah
dihimpun dari seluruh unit

2. Melakukan telaah dan
klasifikasi terhadap usulan
Daftar Informasi hrblik.

3. Menghimpun dan
mengklasifikasikan informasi
yang terdiri dari:
a. Informasi yang wajib

disediakan dan
r{ir r tnr r rnksrn c.P.rqra

berkala.
b. Informasi yang w4jib

diumumkan secara serta
merta.

c. Informasi yang wajib
tersedia setiap saat.

d. Informasi yang
dikecualikan.

2. Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi
Pelaksana/Pembantu

Plt. Sekretaris Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah DIY

No. Jabatan dalam PLID Jabatan dalam instansi Tugas dan Tanggung Jawab



4. Menetapkan Daftar Informasi
Publik dalam bentuk
Keputusan yang dimutakhirkan
paling singkat 6 (enam) bulan
sekali.

5. Memberikan tanggapan atas
permintaan informasi publik
yang diajukan oleh pemohon
informasi publik.

6. Menyiapkan sarana dan
prasarana pelayanan informasi
publik.

7. Memberikan Laporan Layanan
Informasi Publik yarlg
disampaikan kepada PPID
Pemda DfY paling lambat 3

ttiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran
berakhir.

Bidang-bidang:3.

Kepala Bidang
Penanganarr Dari;rat

1. Penata
Penanggulangan
Bencana Ahii Muda

2. Penelaah Teknis
Kebijakan

3. Penata Layanan
n--^..^^:^-^^1t/pcr ditlUIlan

4. Arralis Kehencanaan
Ahli Pertarna

5. Media Center

1. Menyiapkan informasi publik
untuk diakses oleh
masyarakat.

2. Mengelola informasi
h"hr;r/ berkala mel.aluiPqvtar! JLLaa

website dan media sosial OPD.

a. Pengelolaan
informasi

Koordinator:

Anggota:

b. Pelayanan
Informasi

r/ ^ ---S:-^ ^+ --,l:\UUl Ll.l.-tlcl.LUI .

A n acnfa'

rr^^^1 ^ D:.:l^-^-i\UpA{-rai. DlucLtrB

Pencegahan
Kesiapsiagaan dan
Rehabilitasi
Rekonstruksi

1. Kasubbag Umum
2. Kepala Subtridang

Pencegalian.
3. Penata

Penanggulangan
Bencana Ahh Muda

1. Melaksanakan pelayanan
informasi publik kepada
pemohon informasi.

2. Mencatat pemohon informasi
pubtik dalam register
perrrrohonan.

3. Menginventarisasi bahan
Laporan Layanan Informasi
Publik.

4. Menerima pengaduan yang
disampaikan publik melalui
website/email/media sosial
dan mengoordinasikan
perryelesaianrrya.

No. Jabatan dalam PLID Jabatan dalam Instansi Tugas dan Tanggung Jawab



4. Analis Kebencanaan
Ahli Muda

5. Penata
Penanggulanga-n
Bencana Ahli
Pertama

6. Analis Kebencarraan
Ahl!. Perta:na

7. Penelaah Teknis
Kebijakan

8. Pengoiah Data dan
i-f^frt o 6iatrl(ra arao oa

9. Penata Kelola
Sistem dan
Teknologi Informasi

10.Penata- La-vana-n

Operasional

1. Melaksanakan
penyimpanan
pendokumeotasian
publik.

proses
dan

informasi

c. Pengeloiazui
Dokumen
Arsip

Koordinator:

dan

Anggota:

Kepala Bidang
Pemaclam Kebakaran
dan Penyelamatan

1. Peneiaair Teknis
Kebijakan

2. Penata Layanan
Operasional

3. Arsiparis Terampii
4. Analis Kebakaran

Ahii Muda
5. Analis Kebakaran

A 1^ li n^-! ^ .-- ^r \lii-i I Ul Lct.tllct

6- Penata
Penanggulangan
.Bencana Ahli
Pertama

d. Pengaduan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi

Koordinator:

dan

Anggota:

Kepa.la Bidang Logistik
dan Peralatan

1. Penata
Penanggulangan
Bencana Ahli Muda

2. Analis Kebencanaan
Ahli Muda

1. Mengoordinasikan tiadak
lanjut atas keberatana yang
diajuka"le oleh pemohon
informasi.

2. Memeriksa dan melakukan
veri{ikasi permohonan
keberatan informasi publik.

3. Membantu proses pengujian
dan pengklasilikasian serta uji
konsekuensi informasi publik
atas keberatan yang diajukan,

4. Membantu mengkoordinasikan
dan rnenyiapkan bahan
sengketa informasi.

No. Jabatan dalam PLID Jabatal dalam Instansi Tugas dan Tanggung Jawab



3. Peneiaah Teknis
Kebijakan

4. Penata
Penanggulanga-n
Bencana Ahli
Pertama

frp il?

RURUH HARYATA

Nama Jabatan Paraf
nl+ cr^t--^+^--i ^f 1L JtN ULil IO

No. Jabatan dalam PLID Jabatan dalam Instansi Tugas dan Tanggung Jawab


